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KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 279.A TAHUN 2010
TENTANG
EKSISTENSI DAN TATA KERJIA KOMIS| DISIPLIN (KOMDIS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN,

Meni ) . .
enimbang : bahwa’sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Senat Universitas Islam Negeri Alauddin
tanggal 30 Agustus 2010;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3859);

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun ZOOZIfentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2005; _

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tatakerja UIN Alauddin Makassar;

Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN
Alauddin Makassar. -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Eksistensi Dan Tata Kerja Komisi Disiplin (Komdis) Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

(1) Komisi Disiplin (Komdis) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah Komisi
tuk Rektor atas usul rapat pimpinan (Rapim) UIN Alauddin Makassar, yang
kan masukan dan atau rekomendasi kepada Rektor mengenai
an disiplin dan kenerja pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa serta

yang diben

diberi tugas untuk memberi

peningkat

peningkatan ketertiban dan penataan kampus UIN Alauddin Makassar.
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2)

Pimpinan adalah

Pejabat
(3) gn::: s structural dan non structural dalam lingkungan UIN Alauddin
N adalah po
diatur dal Sen Universitas Islam Negeri
am statuta y Y gerl Alauddin Makassar sebagaimana yang
(4) Pegawai adalah IN Alauddin.

(5) Mahasiswa ada;gx'a':mﬁ Alauddin Makassar.
Persyaratan yang telaz ;:::::kg:\Nseﬁ:u:id::a:na!(assar iAo usbiging
(6) va.n.g Fermlnal /cuti akademik [ asiswa UIN Alauddin Makassar, termasuk
Disiplin adalah segala aktivitas pimpi ) ) _
suatu kondis; Vang terciota d pimpinan, dosen, Qegawal dan. mahasiswa vanglberkautan
menunjukan nilai - i ‘P an terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang
(7) Kinerja adalah I 'lm al' ketaatan, kePatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
melaksanakan t asil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam
(8)  Penataan Ka Ugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
pengendali Mpus adalah proses perencanaan kampus, pemanfaatan kampus dan
gendalian/pengawasan pemanfaatan kampus, termasuk sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, serta aturan-aturan/kebijakan yang berlaku di UIN Alauddin

Makassar.

(9)  Peraturan Kedisiplinan adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi
yang harus ditaati oleh setiap Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang berada
dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.

(10) Pelanggaran Kedisiplinan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan disiplin
yang berlaku dalam lingkungan UIN Alauddin Makasar.

(11) Terlapor adalah Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa UIN Alauddin yang dilaporkan

12 melakukan pelanggaran ketentuan kedisiplinan yang berlaku di UIN Alauddin Makassar.

12

Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya Pelanggaran ketentuan

kedisiplinan yang dilakukan oleh Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa UIN Alauddin
Makassar

(13) Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

(14) Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

(15) Pihak Lain adalah pihak selain Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang berada
dalam wilayah UIN Alauddin Makassar.

(16) Kampus adalah wilayah yang dimiliki, dikuasai dan atau di bawah pengawasan UIN
Alauddin Makassar.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Dalam melakukan tugasnya, Komisi Disiplin berdasar atas :
(1) Asas Kepastian hukum, manfaat, dan keadilan

(2) Asas Independen

(3) Asas Kolegial

(4) Asas Profesionalitas

(5) Asas Keteladanan

(6) Kejujurandan Keterbukaan
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Pasal 3

Dalam V
melakukan u n
t Bas Ya, Komisi Disiplin bertujuan '

(1) Memb
anty
hahat Rektor meningkatkan kedisiplin impi i
(2) M bswa. plinan pimpinan, dosen, pegawai, dan
embantu Rektor :
m P
mahasiswa. eningkatkan kinerja pimpinan dosen, pegawai serta prestasi
(3) Membanty

Rektor i .
Makassar. menciptakan ketertiban dan penataan kampus UIN Alauddin

BAB Ill
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 4

g) Komi_si Di'si.plin Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
) Komisi Disiplin dibentuk dengan masa tugas 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk
satu periode berikutnya.

Pasal 5
Komisi Disiplin mempunyai tugas pokok :

(1) Memberikan masukan kepada Rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan
pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.

(2) Menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dizalimi/dirugikan untuk dikaji
berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana sesuai
peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Merekomendasikan kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang (Rektor dan
Dekan) hasil temuan yang diperoleh dalam penyelesaian kasus-kasus yang timbul di
kalangan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.

(4) Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus.

’
BAB IV

ANGGOTA KOMISI DISIPLIN

Pasal 6

(1) Personalia Komisi Disiplin terdiri atas 11 (sebelas) orang berdasarkan Surat Keputusan

Rektor.

(2) Komisi Disiplin t
sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(3) Susunan anggota Komisi Disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Disiplin dapat dibantu oleh pihak lain apabila

diperlukan.

erdiri atas Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota,
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BAB V
PROSES KERJA KOMISI DISIPLIN
N_‘emberikan Masuk Pasal 7
2) Pimpinan, dosen pean k.epada Rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan
Memberikan pe’ 8awai, dan mahasiswa baik diminta dan atau tidak diminta.

baik girr rtimbangan kepada Rektor tentan keterti
iMinta dan atau tidak diminta. R

(1)

(1) Pasal 8

Pemeri
doseniltsea;ar:v:ita: dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan,
(2) Pemeriksaan at, an mahaswwa_n dilakukan dengan sangat cermat.
dosen, PegaWa'asd dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan,
dengan identit I, dan |:nahas!swa Fhlakukan berdasarkan laporan tertulis dari Pelapor
(3)  Laporan s asyang Je.las disertai dengan bukti-bukti. o
(4) Terhadap | Eaimana dlm?ksud pada ayat (2) diajukan kepada Ketua Kon-nsn.[)}s[phn.
memper':' a: oran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Komisi Dmphn. akan
berd Im angk‘an apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
erdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh Pelapor.
Be"d_afarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya Ketua
Komisi Disiplin mengundang seluruh anggota Komisi Disiplin untuk memeriksa dan
menyelesaikan dugaan terjadinya Pelanggaran Peraturan Kedisiplinan pimpinan, dosen,
Pegawai, dan mahasiswa.

Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka Terlapor dapat menuntut balik Pelapor

()

(6)

Pasal 9
(1)

Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali
oleh Pelapornya.

(2)  Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan
ditujukan kepada Ketua Komisi Disiplin.

(3)  Ketua Komisi Disiplin yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh
anggota komisi disiplin untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat
yang diadakan khusus untuk itu.

(4)  Apabila rapat komisi disiplin menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus
yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh komisi disiplin.

(5)  Apabila rapat komisi disiplin menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus
yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat
keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Komisi Disiplin.

Pasal 10

(1) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan
kedisiplinan, Komisi Disiplin berwenang memanggil Terlapor, Pelapor dan saksi-saksi
untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.

(2) Komisi Disip|in melakukap pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan
kedisiplinan dengan cara ;

a. mengajukan pertanyaan }(epaqa pihgk/para pihak;
b. memeriksa dokumen dan buktj-bukti.
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Ninjau lapan

enggali/men
memint,

C. me
m cga_":tau rekonstruksi kejadian;

ri :
a pendapat eterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau
5 dari pihak lain Yang‘t:a;ar‘ atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus

alam melaks TR

an .
Terlapor untuk pitsn Pemeriksaan, Komisi Disiplin memberikan kesempatan kepada
Dalam me|ak:“e|akllkan pembelaan diri.
a .
penyelesaian k N3an pemeriksaan, Komisi Disiplin wajib mempertimbangkan
Pemanggilan $5us dengan sederhana dan cepat.
keterangan dil erlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan
Ban dilakukan secara patut dan tertulis.

3)
(4)

(5)

Pasal 11
(1)

Komisi Disipli )
si Disiplin pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana

k .
€fa untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran Peraturan
Kedisiplinan

(2)

Komisi Disiplin selanjutnya akan memanggil Terlapor untuk memberitahukan bahwa
yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan
Terla-por selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.

Komisi Disiplin akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran
peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya Terlapor serta melaporkan hasilnya kepada
Rektor jika setelah Terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
tidak hadir tanpa alasan yang sah.

(4) Komisi Disiplin akan melanjutkan proses pemeriksaan jika Terlapor memenuhi
panggilan dan Komisi Disiplin akan memberikan kepada Terlapor bahan-bahan awal
yang diacu dalam pemeriksaan kasus tersebut sebagai informasi kepada Terlapor

tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi Terlapor untuk
melakukan pembelaan diri.

(5)  Komisi Disiplin memberi waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada Terlapor untuk
menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai bukti-bukti yang mendukung
pembelaannya tersebut.

(6)  Komisi Disiplin memanggil kembali Terlapor jika setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja
tersebut Terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.

(7)  Komisi Disiplin akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor
jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Terlapor tidak
hadir tanpa alasan yang sah.

(8)  Komisi Disiplin melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika
Terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu Komisi Disiplin
dapat memanggil Terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan
tersebut.

(9)  Komisi Disiplin dapat memanggil Pelapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan
bukti atau menguatkan dugaannya bahwa benar Terlapor telah melakukan pelanggaran
peraturan kedisiplinan jika diperlukan.

(10) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Komisi Disiplin melakukan analisis tentang benar
tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh Terlapor dan
apabila diperlukan Komisi Disiplin dapat mempertemukan Terlapor dengan Pelapor
untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.

(3)
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(11)

i untuk djs idak,
Direktyr Progra dMmpalka

an a
dianggap ¢y
(12) Kesimpulan UP terbyky;,

erda
dllak_ukan voting untyk mSarkan mufa
Komis; Disiplin, enent

SCasarjana Yang bersangkutan jika analisis telah
kat namyn

jika hal itu tidak dapat dilakukan maka
ukan suara terba

(13) nyak atau 50% tambah 1 dari anggota

Ekomendas; sebapa:
a §
analisis dengan 8aimana dimaksyq pada ayat

. (11) berisi laporan tentang semua hasil
apabi Melampirkan by
Pabila Terlapor

. kti-bukti Yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan

Dengan telah d-terbukt_' melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan. .

Pada ayat (1 S3Mpaikannya  rekomendasi kepada Rektor sebagaimana dimaksud
1), maka tugas Komisi Disiplin berakhir untuk kasus itu.

(14)

BAB VI
SANKSI

Pasal 12
(1)

Pimpinan, dosen, Pegawai, dan mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran
Peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya
tersebut.

()

Setelah mempelajari dan mem
Disiplin, dalam waktu paling
rekomendasi Komisi Disiplin t

pertimbangkan rekomendasi yang diajukan Komisi

lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima

ersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang

mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Terlapor yang

terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.

(3)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang
mengatur tentang kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.

(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan
mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya.

BAB VII
PELAKSANAAN SANKSI
: Pasal 13

(1)  Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai, dan
mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran .peraturan
kedisiplinan dapat memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang

cara tertulis.

(2) t[;::rﬁni\r:agkii paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang
harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.

(3) Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang b-e_rv‘.'enang at':.as permohonan
keringanan sgnksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau kembali.
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BAB v

HAK PEMBE
1 LAAN
(1) Terlapor berhak m ot
mo embela dirj g hadapan Ko
N o Terlapo i misi Disiplin dengan meamberikan bukti
r tidak ter
” _ ukti mel
komendas; dari Komisi giakukan Pelanggaran peraturan kedisiplinan berdasarkan
mengemarkan ot o siplin, Rektor dan atau pejabat yang berwenang
et kediSip"nan ngan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran
BAB IX
PENUTUP

Keputus Pasal 15 )
. an Rektor dan atau pejabat yang berwenang Inl berlaku sejak tarigg?!
ditertapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di
" dalam Penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
) Hal-hal yang bersifat teknis atas keputusan ini dapat ditetapkan sendiri oleh komisl
disiplin sesuai dengan keperluan.

(1)

Pasal 16

(1) Segala biaya yang ditimbulkan dari setiap penanganan kasus dibebankan kepada
anggaran UIN Alauddin Makassar tahun anggaran berjalan.

(2)  Untuk kelancaran tugas, komisi disiplin dilengkapi dengan sistem administrasi dan moda
transportasi

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam tata kerja tugas komisi disiplin ini akan diantur
kemudian.
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